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ABSTRAK

Extra Judicial Killing merupakan pembunuhan yang dilakukan aparat
negara di luar putusan pengadilan. Masalah ini sering terjadi lantaran tindakan
keras yang dilakukan oleh kepolisian. Tindakan ini berdasarkan tahapan
penggunaan kekuatan yang diperbolehkan dalam aturan Perkapolri No 1 Tahun
2009. Namun, suatu pembunuhan tetap melanggar HAM dan dilarang keras, baik
dalam hukum nasional yang diatur dalam UUD 1945, maupun hukum
internasional (DUHAM). Larangan keras terhadap perampasan HAM tidak hanya
diatur dalam HAM barat, namun juga terdapat dalam HAM versi islam (Deklarasi
Kairo) yang mengambil sumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu,
dengan menelisik lebih jauh bagaimana pada pandangan HAM dan Islam terhadap
tahapan penggunaan kekuatan dalam suatu tindakan dapat diperoleh perlindungan
hukum bagi tersangka, sehingga tindakan yang menyebabkan Extra Judicial
Killing dapat teratasi.

Untuk menjawab penelitian diatas, penelitian ini menggunakan jenis
penelitian pustaka (library research) berdasarkan metode deskriptif-analitis
melalui teori Delarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Kairo, serta
teori perlindungan Hukum. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan
pendekatan yuridis-normatif dengan sumber data priemer berupa UUD 1945 dan
Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan
kepolisian.

Hasil penelitian ini menjelaskan tahapan penggunaan kekuatan anggota
Polri dalam upaya terakhir yang sering berakibat terhadap pelanggaran HAM.
Baik dalam DUHAM maupun Deklarasi Kairo, penggunaan senjata api
merupakan suatu kekerasan yang diperbolehkan melalui tahapan penggunaan
kekuatan dalam tindakan kepolisian untuk ancaman yang bersifat segera.
Sekalipun penggunaan kekuatan terutama senjata api (tembak di tempat)
diperbolehkan, namun tetap harus memperhatikan prosedur dalam keadaan
tertentu, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat serta mencegah tindakan
pelaku kejahatan, bukan malah merampas hak hidupnya. Hal ini juga tertuang
dalam konsep maslahah mursalah dalam perspektif Islam, sehingga eksekusi
dalam Islam harus dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan hukum atas hak
hidup dan tidak disiksa tidak dapat dikurangi (non-derogable rights).
Perlindungan tersebut juga berhak diberikan terhadap tersangka selama belum ada
putusan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah.

Kata kunci: Extra Judicial Killing, DUHAM, Deklarasi Kairo, Perlindungan
Hukum



ABSTRACT

Extra Judicial Killing is a murder committed by state officials outside a
court decision. This problem often occurs due to the crackdown carried out by the
police. This action is based on the stages of use of force allowed in the regulation
of the National Police No. 1 of 2009. However, an assassination still violates
human rights and is strictly prohibited, both in national law stipulated in the 1945
Constitution, and international law (UDHR). The strict prohibition against
deprivation of human rights is not only regulated in western human rights, but
also contained in the Islamic version of human rights (Cairo Declaration) which
takes its sources from the Qur'an and Sunnah. Therefore, by further examining
how in the view of human rights and Islam on the stages of the use of force in an
act can be obtained legal protection for suspects, so that actions that cause Extra
Judicial Killing can be overcome.

To answer the above research, this study uses a type of library research
based on descriptive-analytical methods through the theory of the Universal
Declaration of Human Rights and the Cairo Declaration, as well as the theory of
legal protection. Then, this study also uses a juridical-normative approach with
priemer data sources in the form of the 1945 Constitution and Perkapolri No. 1 of
2009 concerning the Use of Force in Police Actions.

The results of this study explain the stages of the use of force by members of
the National Police in the last resort which often results in human rights
violations. In both the Universal Declaration of Human Rights and the Cairo
Declaration, the use of firearms is a force that is permissible through the use of
force in police action for an immediate threat. Even if the use of fire weapons
(shooting on the spot) is allowed, it must still pay attention to procedures in
certain circumstances, which aim to protect the community and prevent the
actions of perpetrators of crime, not even depriving them of their right to life. This
is also contained in the concept of maslahah mursalah in an Islamic perspective,
so that executions in Islam must be carried out by the government. Legal
protection of the right to life cannot be reduced (non-derogable rights). Such
protection is also entitled to be granted to suspects as long as there is no
permanent legal verdict declaring them guilty.

Keywords: Extra Judicial Killing, UDHR, Cairo Declaration, Legal protection
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V.

VI.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Extra judicial killing adalah penembakan untuk menghentikan tindak
kejahatan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum sehingga mengakibatkan
terbunuhya tersangka atau dengan kata lain, pembunuhan diluar putusan
pengadilan yang seolah-olah menunjukkan aparat penegak hukum
menggunakan jalan pintas dalam menangani sebuah kejahatan. Masalah ini
sering terjadi pada tataran aparat penegak hukum di kepolisian, hingga pada
saat ini menjadi bahan perbincangan hangat dikalangan para penegak hukum
di Indonesia, baik di kepolisian sendiri, mahkamah konstitusi, kompolnas
maupun HAM.! Seperti contoh terbunuhnya tersangka begal yang terjadi di
daerah Sumenep kabupaten Sumenep. Dimana tersangka begal yang bernisial
HM umur 24 tahun ditembak anggota kepolisian pada hari minggu (13/3/22)
sekitar pukul 16.30 WIB dijalan Adirasa depan swalayan sakinah, karena
diduga sebagai begal sepeda motor, bahkan peristiwa penembakan tersebut
terekam dalam video dan sudah beredaar luas. Dalam perkembangan
berikutnya, HM sasaran tembak yang akhirnya meninggal itu, diketahui
bukan seorang begal. HM merupakan orang dengan depresi berat setelah

bercerai dari istrinya, sehingga melakukan sesuatu seperti membawa senjata

! Tentang definisi HAM. Lihat di Nelvitia Purba dan H j. Sri Sulistyawati, Pelaksanaan
Hukuman Mati; Prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Indonesia (Yogyakarta: Graha
IImu, 2015), him. 106.



tajam, diluar kesadarannya.?

Dalam kasus contoh peristiwa tersebut, penembakan terhadap seseorang
yang diduga sebagai begal atau pelaku kejahatan, penembakan itu tentu saja
melanggar hak hidup orang lain yang dijamin baik oleh UUD 45, Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ataupun ketentuan
hukum HAM Internasional,® seperti hak atas pengadilan yang adil dan
berimbanng (Fair Trial).* Bahkan tindakan apapun model dan bentuknya
hingga menyebabkan meninggalnya seseorang tanpa melalui proses hukum
tetap, dilarang keras oleh ketentuan dalam hukum Hak Asasi Manusia (HAM)
Internasional maupun perundang-undangan Nasional. Larangan tersebut
termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
Internasional serta dalam Internasional Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR),® atau kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik
yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (kovenan
internasional tentang hak-hak sipil dan politik).® Jadi peristiwa kejadian
tersebut diatas merupakan salah satu indikasi dari peristiwa pelanggaran
HAM serta terbukti melanggar Perkap No 15 Tahun 2011 tentang Kode Etik

Profesi Polri.

2 https://beritajatim.com/hukum-kriminal/kasus-penembakan-warga-sipil-di-sumenep-

empat-anggota-polres-dinyatakan-bersalah/ (diakses pada 2 Desember 2022).

3 Nelvitia Purba dan Hj. Sri Sulistyawati, Pelaksanaan Hukuman Mati..., him. 128.

4 Antonius Sujata, Reformasi Dalam Penegakan Hukum (Jakarta: Jambatan, 2000), him.
18.

5 Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum (Jakarta: Buku
Kompas, 2006), him. 147.

& https://www.hukumonline.com/berita/a/fenomena-i-extra-judicial-killing-i-layaknya-
jalan-pintas-aparat-atasi-suatu-kejahatan-1t5b55b5d8141d7/ (Diakses pada 17 April 2022)
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Dalam hal itu, jika dilihat dari kacamata HAM ada empat pelanggaran
dalam kasus terbunuhnya HM antara lain:
1. Pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin dalam pasal 9 UU No
39 Tahun 1999
2. Pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan yang dijamin dalam
pasal 17 UU No 39 Tahun 1999
3. Pelanggaran hak anak yang dijamin dalam pasal 52 dan 58 UU No
39 Tahun 1999.7
Kembali pada peristiwa contoh diatas, sebenarnya boleh saja penegak
keamanan (polisi) melakukan penembakan sepanjang upaya penghentian
kejahatan dengan memakai alur tahapan-tahapan. Sebagaimana tercantum
dalam pasal 5 Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan
dalam Tindakan Kepolisisan. Yakni, tahap I, kekuatan dalam pencegahan.
Tahap 11, perintah lisan. Tahap 111, kendali tangan kosong lunak. Tahap IV,
kendali tangan kosong keras. Tahap V, kendali senjata tumpul dll. Tahap VI,
kendali dengan menggunanakan senjata api. Jadi tahapan-tahapan
penggunaan kakuatan dalam tindak kepolisian yang terdiri dari enam tahapan
tersebut, seharusnya disesuaikan dengan tingkat bahaya ancaman pelaku
kejahatan atau tersangka. Artinya pada tahap enam yaitu penggunaan senjata
api adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan dan bisa dibenarkan, apabila
aparat kepolisian tujuan utamanya untuk menghentikan pelaku kejahatan

dengan maksud melumpuhkan, bukan membunuh pelaku kejahatan atau

7 Majda EI-Muhtaj, Hak-hak asasi manusia dalam konstitusi indonesia. Dari uud 45
sampai amandemen uud 1945 tahun 2002 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him.
163-172.



tersangka. Peraturan yang mengatur mengenai prosedur penggunaan senjata
api oleh polisi juga dijelaskan secara terperinci dalam Perkapolri No 8 Tahun
2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam
Penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta dalam
Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan
Kepolisian.® Jadi tidak seharusnya polisi langsung melakukan penembakan
tanpa tahapan dan aturan diatas, apalagi sampai menyebabkan terbunuhnya
tersangka.

Melihat dari peristiwa yang terjadi di Sumenep itu, seharusnya penegak
hukum (kepolisian) lebih jeli serta hati-hati dalam bertindak dan menangani
kejahatan tersebut, selain mengabaikan prosedur yang berlaku sebagaimana
Perkapolri No 1 Tahum 2009 pasal 5. Pada kenyataannya, Extra Judicial
Killing tidak punya dasar yang jelas bagi aparat kepolisian dalam menindak
pelaku kejahatan, apalagi terhadap seseorang yang masih dalam status
terduga.

Dalam Islam dikenal banyak istilah, antara lain: Jarimah, Jinayah,
Diyat, Hudud, Qishas,® dan semua itu sangat erat kaitannya dengan berbagai
pelanggaran hukum beserta balasan-balasan yang sesuai dengan
pelanggarannya. Jadi Islam jauh lebih awal membahas berbagai pelanggaran
hukum, baik pelanggaran dalam bentuk Extra Judicial Killing, maupun dalam

bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Itu artinya Islam sangat

8 https://www.hukumonline.com/berita/a/fenomena-i-extra-judicial-killing-i-layaknya-
jalan-pintas-aparat-atasi-suatu-kejahatan-1t5b55b5d8141d7/ (Diakses pada 17 April 2022).

® Kamus Istilah Agama Islam (KIAI), Abu Muhammad F.H dan Zainuri Siroj, (Jakarta: PT
Albama, 2009), him. 10, 29, 53, 133, 243.
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menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sejak awal peradaban Islam hadir.
Ajaran HAM dalam Islam hadir jauh sebelum adanya DUHAM PBB tahun
1948 yang memuat 30 pasal.l® Jauh sebelumnya, pada 14 abad silam, Islam
memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM Islam),
telah mengatur tata dunia dan peradaban manusia. Hal itu sudah dicetuskan
oleh Nabi Muhammad SAW. lewat dalil Al-Qur’an dan Sunnah, sebagaimana
sabda beliau “saya tinggalkan dua perkara pada kalian semua dan tidak akan
tersesat selamanya selagi kalian berpegang pada keduanya yaitu Kitabullah
(Al-Qur’an) dan Sunnah Rasul (Hadits)”.1!

Dan beberapa abad kemudian, tepatnya tanggal 9-14 Muharrom 1411 H
bertepatan dengan 31 Juli — 5 Agustus 1990 lahirlah “The Cairo Declaration
on Human Rights in Islam” Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam
yang disepakati oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) serta diakui oleh
PBB. Satu dari 25 pasal DUHAM Kairo adalah hak untuk hidup dan
menghargai hak hidup semua manusia, yang terdapat pada pasal 2 ayat 1-4.
Pasal 2 tersebut adalah hak yang pertama kali Islam memberi sumbangan
diantara HAM lainnya. DUHAM Kairo merupakan gambaran umum
berdasarkan perspektif Islam dan menegaskan Syari’ah Islam sebagai satu-
satunya sumber. Deklarasi ini merumuskan poin-poin Hak Asasi Manusia
yang terdapat sekitar 25 pasal, yang sebagian besar mengutip dari Al-Qur’an

dan As-Sunnah sebagai dasar acuan dan sumber pemahaman nilai-nilai Islam

10 Endrika Widdia Putri, “Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan
Deklarasi Kairo,” Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam, Vol. 5, Edisi | (2020),
him. 4.

11 Agus Rohmadi Dkk, Belajar Praktik Figih Untuk MA/MAK Kelas XI (Jawa Tengah:
Viva Pakarindo, 2013), him. 7.



yang hanif.1?

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas, maka dari itu penyusun
tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji skripsi dengan judul,
“Islam Dan HAM Dalam Extra Judicial Killing; Studi Pasal 5 Perkapolri
No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan
Kepolisian”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perspektif DUHAM dan Islam terhadap Perkapolri No
1 Tahun 2009 pasal 5 tentang Penggunaan Kekuatan dalam
Tindakan Kepolisian?
2. Bagaimana Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan
Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dapat memberikan

perlindungan hukum terhadap terduga tindak pidana?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai

berikut:

12 Endrika Widdia Putri, “Memahami Hak Untuk Hidup..., hlm. 5



a. Untuk mengetahui bagaimana DUHAM menganalisa Perkapolri No
1 Tahun 2009 pasal 5 di dalam menilai peristiwa Extra Judicial
Killing.

b. Untuk mengetahui sejauh mana Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian memberikan

perlindungan bagi terduga yang melakukan kejahatan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dengan penelitian ini yaitu:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan

bermanfaat bagi pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara
terutama mengenai hukum atas peristiwa Extra Judicial Killing.

b. Secara praktis, dapat digunakan untuk menambah wawasan dan

pengetahuan bagi seluruh civitas akademik wabil khusus mahasiswa

Hukum Tata Negara tentang Extra Judicial Killing dari sudut

pandang (hukum) Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM).

D. Telah Pustaka

Tinjauan pustaka adalah merupakan kode etik ilmiah yang dilakukan
untuk tujuan memperoleh gambaran mengenai kaitan tema penelitian ini
dengan penelitian sejenis yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh
peneliti lain. Salah satu tujuannya agar supaya tidak terjadi pengulangan
uraian yang sia-sia. Namun dengan demikian, setelah peneliti melakukan

kajian pustaka dari berbagai sumber literatur yang ada, rupanya masih sangat



jarang peneliti lain yang mengangkat tema tentang “Extra Judicial Killing
dalam Islam dan Hak Asasi Manusia.”

Oleh sebab itu, untuk menghindari adannya bentuk plagiasi dan
kemungkinan kesamaan terjadinya penelitian, peneliti akan menyajikan
beberapa hasil penelitian yang sekiranya dapat menjadi penunjang sebagai
rujukan atau sebagai bahan perbandingan, baik berupa karya bentuk skripsi,
artikel jurnal, maupun berita dalam pembahasan ini. Beberapa kajian yang
berkaitan dan erat hubungannya dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, skripsi Patricia Regita Aryani, “Formulasi Pengaturan
Penyelesaian Extra Judicial Killing dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di
Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, 2022. Dalam skripsi tersebut, ditemukan data baru, bahwa di dalam
extra judicial killing ada hal menarik untuk dikaji karena dalam penjelasan
pasal 104 Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Extra Judicial Killing digolongkan sebagai pelanggaran HAM yang
berat. Akan tetapi dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Extra Judicial Killing tidak termasuk
pelanggaran HAM berat. Dan untuk mensinkronisasi dua pasal yang seakan
bersebrangan tersebut, maka harus dilihat dari pelanggaran tindakan
kejahatannya.

Kedua, skripsi Muhammad Fazlurrahman Adi Nugraha, “Extra Judicial
Killing; Prespektif Hukum Positf dan Hukum Islam”, Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Dalam skripsi



yang berbentuk penelitian pustaka (Library Research) ini, ditemukan sebuah

data baru, bahwa dalam pengertian dasar Extra Judicial Killing terdapat ciri

penting, antara lain:

1. Melakukan tindakan yang menyebabkan kematian seseorang atau orang
banyak

2. Tindakan yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah

3. Pelakunya adalah aparat hukum atau kepolisian

4. Suatu tindakan tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau tidak
melaksanakan perintah undang-undang.

Secara yuridis, berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1961
tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, pasal 1 ayat 1 “Kepolisian
Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut kepolisian negara, ialah alat
negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan
didalam negeri.”

Sementara menurut prespektif hukum Islam tindakan Extra Judicial
Killing oleh aparat kepolisian dalam bentuk penghilangan nyawa seseorang
tanpa proses hukum, merupakan tindakan yang berbalik arah dengan tujuan
syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi bangsa, karena dalam hal
itu ada hak hidup seseorang yang harus terpelihara (Hifzh An-Nafs).

Ketiga, jurnal Living Law “Tindakan Extra Judicial Killing Terhadap
Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Asas
Presumption of Innoncent dan HAM”, oleh I Ketut Astawa dan Daud

Munasto, 2022. Dalam jurnal tersebut membahas tentang ciri-ciri Extra
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Judicial Killing antara lain; menyebabkan kematian seseorang atau beberapa
orang, dilakukan tanpa proses hukum dan pelakunya adalah aparat yang
diberikan otoritas tertentu. Keadaan tersebut tidak dalam membela diri atau
melaksanakan perintah undang-undang. Namun dalam Pasal 18 Ayat 1
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, disebutkan “untuk kepentingan umum pejabat kepolisian NKRI
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut
penilaiannya sendiri.”

Keempat, jurnal Al-Hakim “Extra Judicial Killing dalam Prespektif
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, oleh Eva Wulandari dan Evi
Ariyani, 2022. Pada jurnal ini peneliti menemukan, bagaimana Extra Judicial
Killing, jika dikaji dari sudut pandang Islam. Eva Wulandari dan Evi Ariyani
menyebutkan bahwa didalam hukum (pidana) Islam, pembunuhan diluar
prosedur hukum termasuk Jarimah qishas. Yaitu pembunuhan yang
dilakukan dengan sengaja dikenakan hukuman gishas, hukuman pengganti,
dan hukuman tambahan. Hukuman qishas diberlakukan jika ada unsur
rencana dan tipu daya serta tidak ada maaf dari pihak keluarga si korban
(terbunuh). Jika keluarga korban memaafkan, hukuman penggantinya adalah
Diat mughalladah (denda berat). Kemudian apabila sanksi gishas atau diat
dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah za zir.

E. Kerangka Teori

1. Teori The Cairo Declaration of Human Rights

Berdasarkan pada pengamatan di berbagai literatur Islam, kalau
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ditinjau dari sisi hukum kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia rasanya
sulit untuk membedakan antara Human Rights in Islam dengan Cairo
Declaration karena sebab keduanya sama-sama mengambil dalil-dalil Al-
Qur’an sebagai pijakannya. Hanya saja Deklarasi Kairo yang dicetuskan
pada tahun 1990 oleh Organisasi Konferensi Islam itu diadakan di Kairo
ibu kota Mesir. Urgennya adalah Deklarasi tersebut sudah di lembagakan
di negara Mesir sebelum negara-negara Islam yang lain.*®

Jadi Deklarasi Kairo sudah diberlakukan di negara Mesir baik
secara legislasi maupun non legislasi. Melalui legislasi, Deklarasi Kairo
masuk dalam hukum tertulis atau perundang-undangan. Sedangkan
melalui jalur non legislasi, Deklarasi Kairo berlaku sebagai norma yang
mengikat dipatuhi karena faktor keimanan dan ketagwaan.

Oleh sebab itu, Deklarasi Kairo secara sempurna mengambil isi
kandungan Al-Qur’an sebagai pasal dan ayat dalam doktrinnya,
sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat 1 “kehidupan adalah karunia
Allah SWT dan dijamin untuk setiap manusia, tugas individu, masyarakat
dan negara melindungi hak ini terhadap setiap pelanggaran, dan dilarang
mengambil nyawa tanpa alasan yang ditentukan oleh syariat Islam”.14

Berdasarkan pada asumsi pasal 2 ayat 1 itu, maka agama dan
kepercayaan manapun tidak ada sekiranya yang menghalalkan segala
cara dalam melakukan pelanggaran terhadap nyawa seseorang, karena

setiap agama pasti menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta

13 1bid, him. 2.
4 1bid. him. 5.
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membela setiap nyawa manusia, salah satunya adalah Dienul Islam.
Dalam agama Islam hidup adalah anugerah Tuhan, jiwa dan raga
manusia begitu dijunjung tinggi dalam Islam. Sebab manusia adalah
ciptaan Tuhan yang paling sempurna.

Namun, pernyataan Deklarasi Kairo sudah terlihat dari
mukaddimahnya yang berbunyi; “Islam menganugerahi manusia kitab
undang-undang yang paling ideal bagi Hak Asasi Manusia 1400 tahun
yang lalu. Tujuan dan hak-hak ini adalah untuk memberikan kehormatan
dan martabat kemanusiaan serta untuk menghapuskan eksploitasi,
penindasan, dan ketidakadilan. Hak Asasi Manusia dalam Islam berakar
kuat pada keyakinan, bahwa Tuhan, dan hanya Tuhan pembuat hukum
dan sumber dari semua Hak Asasi Manusia. Mengingat semua sumber
berasal dari Tuhan maka tidak ada pemimpin, tidak ada pemerintahan,
tidak ada majelis (lembaga) atau otoritas lain yang dapat membatasi,
membatalkan atau melanggar dengan cara apapun hak-hak yang telah
diberikan Tuhan”.®

Deklarasi Kairo menegaskan bahwa Islam menerima semangat
kemanusiaan HAM modern, tetapi pada saat yang sama, menolak
landasan sekulernya dan menggatinya dengan landasan Islami.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan

yang diberikan terhadap pelaku kejahatan baik dalam status sebagai

15 Majda El-Muhtaj, Hak-hak asasi manusia..., hlm. 59.
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korban atau saksi maupun dalam status sebagai tersangka, baik yang
tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan sebuah
gambaran umum dari fungsi hukum itu sendiri. Dimana hukum dapat
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan
kedamaian.

Sebenarnya perlindungan hukum sudah diatur oleh pemerintah
berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Mengapa hak asasi perlu dilindungi, karena hak asasi manusia adalah
sesuatu yang sudah ada dan melekat pada diri tiap manusia sejak lahir,
maka sangat diperlukan perlindungan hukum agar benar-benar tercipta
suatu tatanan kehidupan yang berkeadilan. Dalam hal tersebut wajib
hukumnya aparat penegak hukum atau aparat keamanan melaksanakan
tugas negara untuk memberikan perlindungan terhadap teraniaya atau
tersangaka, hal ini dapat diperkuat dengan Perkapolri No 8 Tahun 2009
tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.'® Dengan kata lain, aparat penegak
hukum dapat memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, baik
terhadap korban, saksi, maupun tersangka dari berbagai ancaman,
gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, baik ketika dalam

tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun dalam pemeriksaan

16 Ramli Umar. Tesis: “Perlindungan Hukum Terhadap Terduga Atau Tersangka Tindak
Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan” (Yogyakarta: UIL, 2021), hlm. 26.
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di sidang pengadilan.

F. Metode Peneltian

Metode penelitian merupakan langkah strategis yang bersifat umum,
sistematis, dan terencana yang dilakukan guna menjawab permasalahan yang
akan diteliti, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah merupakan
penelitian hukum normatif yaitu prinsip-prinsip atau pedoman yang
menjadi  petunjuk dalam penyusunan skripsi adalah penelitian
kepustakaan (library research). Yaitu termasuk didalamnya rangkaian
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka,
memaca dan menulis, mengolah dan mencatat bahan penelitian. Pada
prinsipnya penelitian ini menitik beratkan pemanfaatan sumber data pada
seluruh penelitian ini.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah model deskriptif-analitis, yaitu
penjabaran secara teratur seluruh konsep yang ada hubungannya dengan
penelitian yang akan dikaji maupun yang akan dibahas. Kemudian data
yang telah terkumpul disusun lalu dianalisis.
3. Pendekatan Penelitian
Didalam menyusun skrips ini, penulis menggunakan penelitian
yuridis-normatif. Menurut pandangan Soejono Soekanto bahwa

pendekatan yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan
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dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti
dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan
literatur-literatur yang berkaitan dengan dengan masalah yang akan
diteliti.
4. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua
komponen, yaitu sebagai berikut:
a. Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data pokok yang digunakan
dalam melakukan penelitian ini yaitu: UUD 1945 dan Perkapolri No
1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan
Kepolisian.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian ini.
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain,
buku-buku hukum, jurnal, artikel, skripsi, dan lain sebagainya.

G. Sitematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, dengan judul “Islam dan HAM dalam

Extra Judicial Killing; Studi Pasal 5 Perkapolri Tahun 2009 tentang

Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian”, penyusun menggunakan
pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
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kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisi landasan teori tentang perlindungan
hukum dari sudut pandang (hukum) HAM dan Islam. Selanjutnya landasan
teori ini akan menjelaskan secara gamblang dengan menganalisa dan
menginterpretasi data penelitian dalam skripsi ini.

Bab ketiga, dalam bab ini peneliti akan membahas sekaligus akan
mengurai Perkapolri No 1 Tahun 2009, serta hubungannya dengan Extra
Judicial Killing.

Bab keempat, pada bab ini penulis akan menganalisa secara
komprehensif mengenai prespektif DUHAM dan Islam terhadap Perkapolri
No 1 Tahun 2009, serta cara peraturan ini dapat memberikan perlindungan
hukum.

Bab kelima, adalah merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan,
saran dan masukan pada penulisan skripsi ini, yang akan dilengkapi dengan
daftar pustaka sebagai tabulasi dari berbagai macam sumber rujukan guna

terselesainya penulisan skripsi ini.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulis dapat meyimpulkan permasalahan

yang penulis teliti, yaitu:

1. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, seperti tangan kosong
(pemukulan), gas air mata dan senjata api terhadap tersangka oleh polisi,
merupakan praktik yang masih sering terjadi dalam proses penyelidikan
tindak kriminal. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang
melarang perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan, atau perlakuan yang
kejam terhadap siapapun, termasuk tersangka kriminal. Pasal-pasal
terkait dari International Bill of Human Rights, Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta
peraturan Polri sendiri (Perapolri No 8 Tahun 2009), menegaskan
larangan atas tindakan semacam itu. Penggunaan kekuatan dalam
tindakan kepolisian, terutama senjata api harus sangat hati-hati dan hanya
diperbolehkan oleh aparat keamanan dalam situasi luar biasa yang
mengancam nyawa atau cedera serius. Meskipun terdapat regulasi yang
mengatur  penggunaan  kekuatan dalam tindakan  kepolisian,
implementasinya belum sepenuhnya dilakukan, terutama terlihat dari
insiden-insiden yang terjadi terhadap warga sipil. Penggunaan kekuatan

hanya boleh menjadi langkah terakhir sesuai dengan prosedur dalam
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menghentikan pelaku atau tersangka, tidak untuk merampas hak hidup,
hak untuk tidak disiksa dan harus dilakukan dengan mempertimbangkan
asas-asas nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan akuntabilitas. Pasal 2
ECHR juga menyoroti kehati-hatian dalam penilaian terhadap tindakan
Extra Judicial Killing dan penggunaan kekuatan yang berpotensi
merenggut nyawa seseorang. Sedangkan dalam Islam (hukum pidana
Islam) eksekusi merupakan bentuk tindakan yang mengikat sebagai
perintah pengadilan dalam bentuk apapun, dan hanya pengadilan yang
berhak menetapkan eksekusi karena keputusannya bersifat mengikat. Hal
ini juga berkaitan dengan perspektif maslahah mursalah yang mana
terdapat syarat-syarat dan kehujjahan dalam memenuhi tujuan syariah,
seperti menjaga jiwa yang termasuk di dalam al-dharuriyyah al-khams.
Konsep tersebut juga selaras dengan aturan di dalam Deklarasi Kairo
yang mengambil sumber dari al-Qur’an dan Hadits.

. Penggunaan senjata api (tembak di tempat) memang diperbolehkan,
namun tetap harus memperhatikan prosedur dalam keadaan tertentu, yang
bertujuan untuk melindungi masyarakat serta mencegah tindakan pelaku
kejahatan, bukan malah merampas hak hidupnya seusai dengan pasal 2
ayat (2) Perkapolri No 1 Tahun 2009 dan pasal 47 Perkapolri No 8 Tahun
2009. Pada gilirannya DUHAM maupun Deklarasi Kairo sama-sama
mengutuk keras terjadinya Extra Judicial Killing sebagaimana tertuang
dalam pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan pasal 2

Deklarasi Kairo. Sebab pada dasarnya, ketika tersangka terbunuh, artinya
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anggota Polri tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak
asasi seseorang sebagaimana tugas dan fungsinya. Dengan demikian,
perlindungan hukum atas hak hidup dan hak untuk tidak disiksa (yang
tidak dapat dikurangi/non-derogable rights) juga berhak diberikan
terhadap tersangka selama belum ada putusan hukum yang besifat
Inkracht bahwa dirinya bersalah.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan lebih banyak
perhatian pada keadilan Hak Asasi Manusia bagi semua warga negara
Indonesia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem
hukum. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah kepastian
hukum bagi masyarakat, terutama dalam kasus Extra Judicial Killing.
Meskipun penggunaan senjata api adalah tindakan yang sah bagi aparat
kepolisian, hal ini didasarkan pada diskresi subjektif dari aparat
kepolisian yang sedang bertugas. Oleh karenanya, dirasa perlu aturan
yang mengatur secara jelas batasan serta tolak ukur diskresi kepolisian
untuk menakar wewenang penindakan aparat kepolisian terhadap pelaku
terduga tindak pidana. Kejelasan dalam aturan hukum ini sangat penting
untuk memastikan kepastian hukum bagi tersangka atau pelaku yang
memiliki hak asasi yang dijamin oleh undang-undang sebagai warga
negara Indonesia.

2. Sebagai peneliti, kami menawarkan beberapa peluang penelitian yang

bisa dieksplorasi lebih lanjut. Salah satunya adalah mengeksplorasi
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implikasi dari tindakan diskresi yang menjadi penyebab terjadinya
benturan antara upaya paksa dan asas praduga tak bersalah dalam

melindungi Hak Asasi Manusia dari tembak di tempat.
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